
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Serita Negara Repubiik Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasai 4 Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Oaerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005, periu 

membentuk Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Beianja Daerah; 

BUPATI PATI 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 2 e T AHUN 2005 

TEN TANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005 

BUPATI PATI, 



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repubiik 

indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsl, Koiusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia 
Nomor 385 i); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengeloiaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 22); 



12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 T ahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 201 T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4021) ebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4024); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungiawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4027); 

17. Pera tu ran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pengendalian Jumiah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Beianja Oaerah, 

serta Jumiah Komuiatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 4287); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakllan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 T ahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 

Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 

Nomor2); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati T ahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2005 Nomor ); 



2) Bertambah/ (berkurang) (Rp 5.669.820.000,00) 

Jumlah Penerimaan seteiah Perubahan Rp 25.222.500.000,00 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp 8.900.000.000.00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1 .900.000.000,00 

Jumlah Pengeiuaran setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00 

Surplus/ ( Defisit) setelah Perubahan Rp 18.222 .500.000,00 

Rp 30.892.320.000.00 1) Semuia 

Rp 498.246.778.000,00 

(Rp 18.222.500.000,00) 

Jumlah Beianja setelah Perubahan 

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

Rp 480.024.278.000,00 Jumlah Pendapatan seteiah Perubahan 

2. Beianja 

a. Semula Rp 479.054.209.000.00 

b. Bertambah/ (berkurang) Rp 19.192.569.000,00 

Perubahan Anggaran Pendapatan T ahun Anggaran 2005 terdiri atas 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp 457.061.889.000.00 

b. Bertambah/ (berkurang) Rp 22.962.389.000,00 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

PATI TAHUN ANGGARAN 2005. 

MEMUTUSKAN : 

28. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 12 T ahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati T ahun Anggaran 

2005 ( Serita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 13); 



BERITA DAERAH KABUPATEN PATi TAHUN 2005 NOMOR.39 .... 

UNIT PELA "SANA 

SEKRETARiS DAERAH KABUPATEN PATi, 

i. .._ hLLi·.1 .... 1 , L,c~~~~~~ I KEPUlUSAN BU~~TJ : : 

_, r . .': AN I PAK/.\F 

' I, ~JPATI I - I 
SEKDA- I / I 

1-ASISTEN;(kk~ rz I 
I KABAG HUKUM I I" J 

KASUBAG I 
PER UU AN 

Diundangkan di Pati 
pada tanggal 2 8 N opern ber 200 5 

TASiMAN 

BUPATi PATI, 

Ditetapkan di Pati 

padatanggai 28 Nopember 2005 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pati. 

Peraturan Bupati ini muiai beriaku sejak tanggai diundangkan. 

Pasal4 

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasai3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasai2 


